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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan isbat nikah di 

Pengadilan Agama Wonosari. Masyarakat tidak mengetahui dan kurang kesadaran 

akan dampak pernikahan tidak dicatatkan secara resmi mengakibatkan muncul 

masalah ketika masyarakat mengurus kepentingan yang berkaitan dengan negara. 

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wonosari menerima pengajuan isbat nikah 

dengan berbagai faktor yang jumlahnya tidak sedikit. Tujuan Penelitian ini 

mengetahui penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Gunung Kidul 

khususnya di ruang lingkup Pengadilan Agama Wonosari, serta pandangan Islam 

dan Hukum Positif mengenai isbat nikah. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian 

adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview 

atau wawancara, serta meminta dokumen-dokumen di Pengadilan Agama 

Wonosari.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan normatif-yuridis. Adapun metode analisis data, penyusun 

menggunakan analisis deduktif-kualitatif. 

Hasil penelitian penyebab peningkatan pengajuan isbat nikah adalah terdapat 

rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyakat akan dampak tidak 

dicatatkannya pernikahan. Kemudian letak geografis juga mengakibatkan 

masyarakat sulit dijangkau yang berakibat tidak meratanya pencatatan pernikahan. 

Selain itu juga terdapat oknum pegawai pencatatan pernikahan yang tidak 

bertanggungjawab dan tidak amanah. Untuk menekan angka pengajuan isbat 

nikah yang tinggi, Pengadilan Agama Wonosari mempunyai program-program 

yang dapat meminimalisir pernikahan yang tidak dicatat, dan terbukti sangat 

efektif mengurangi angka banyaknya pengajuan isbat nikah. Dari segi Islam 

sendiri tidak begitu mengatur hal yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan 

asal sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan Islam sendiri. Akan tetapi terdapat 

pendekatan Al Qur‟an, kaidah fiqhiah, dan pendapat „ulama mengenai keharusan 

pernikahan dicatat untuk kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan. Dari segi 

Hukum Positif terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai 

keharusan mencatatkan pernikahan di pegawai pencatat pernikahan.  

 

 

 

 

 









 
 

v 
 

MOTTO 

Jangan menunda-nunda sekecil apapun pekerjaan, karena menunda pekerjaan berarti 

mempersingkat waktu untuk ke depannya. 

 

Jangan menunggu orang lain untuk memulai suatu pekerjaan, tetapi mulai lah suatu 

pekerjaan sebelum mereka memulai. 

 

Proses yang singkat tidak selalu menentukan kesuksesan, tetapi memaknai proses lebih 

menjadikan seseorang kepada kesuksesan. 
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ديي الاسلام. أشِد اى لا الَ الا االله ّ أشِد الحود لله الذي ُداًا ّاًعوٌا على  

 

رحوة للعا لويي. اللِن صل ّ سلن على سيدًاأى هحودا عبدٍ ّرسْلَ الوبعْث   

 

.اشزف الأًبياء ّالوزسليي ّعلى الَ ّصحبَ أجوعيي. اها بعد  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

HHuurruuff  

AArraabb  
NNaammaa  HHuurruuff  LLaattiinn  KKeetteerraannggaann    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ’ B Be ة

 Tâ’ T Te ت

 Sâ Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Zâl z\ zet (dengan titik di atas) ذ



 
 

xi 
 

 Râ’ ȓ Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض

 tâ’ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za’ ẓ ظ

zet ( dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L ‘el ل

 Mîm M ‘em و

ٌ Nûn N ‘en 
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 Wâwû W W و

ِ hâ’ H Ha 

 hamzah ‘ Apostrof ء

 yâ’ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 يتعددّة
Ditulis Muta‟addidah 

 Ditulis „iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbūtoh di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Ḥikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 



 
 

xiii 
 

ءبكراية الاوني  Ditulis Karāmah al-auliyā 

 

3. Bila ta‟ marbūtoh  hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dommah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zaka>tul-fit}ri زكبة انفطر

 

D. Vokal pendek 

     َ    Ditulis A 

      ِ     Ditulis I 

      ُ     Ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fatḥ ah + alif 

 جبههية

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

2. Fatḥ ah + ya‟ mati 

 تُسى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3. Fatḥ ah + yā‟ mati 

 كريى

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Karīm 

4. Dommah + wāwu mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 
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furūd} 

 

 

F. Vokal rangkap 

1. Fatḥah + yā’ mati 

 بيُكى

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. Fatḥah + wāwu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A‟antum أأَتى

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyah 

 Ditulis Al-Qur‟an انقرأٌ

 Ditulis Al-Qiyas انقيبش
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ‟Ditulis As - Sama انسًبء

ًصااشّ  Ditulis asy- Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 {Ditulis Zawi al-furūd ذوي انفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهم انسُة
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan. 

Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka melakukan suatu 

perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini kemudian manusia 

akan melakukan perkawinan guna untuk membentuk keluarga. 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.
1
Kemudian 

perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 Dalam hal ini antara pengertian perkawinan 

menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang pada dasarnya tidak ada 

perbedaan secara prinsip. 

Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan yang positif. Tujuan tersebut 

adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita 

                                                           
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 

14. 
2
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2. 
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untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga 

yang damai tenteram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan 

memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
3
 Jika perkawinan tersebut 

tidak dilakukan maka jelas dampaknya adalah hubungan tersebut merupakan 

hubungan zina yang amat dosa jika dilakukan dan dibenci oleh Allah. 

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam 

pembagian syarat perkawinan tersebut ulama berbeda pendapat dalam 

menggolongkan mana yang termasuk syarat perkawinan. Akan tetapi ulama 

sependapat bahwa yang digolongkan dalam rukun perkawinan adalah adanya 

mempelai laki-laki dan perempuan yang hal dikawinkan, terdapat wali dari 

mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan dilakukannya sighat akad 

nikah. Kemudian secara garis besar, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan 

itu dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. 

2. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, 

baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti atau paham akan 

maksud akad nikah.
4
 

Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan syarat sahnya suatu 

perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan 

                                                           
3
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 175. 
4
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif,(Yogyakarta:  UII Press, 2011), hlm. 31. 
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ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan 

dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaannya 

masing-masing. Hal tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari pasal 

2 ayat (1) terang saja dapat disimpulkan syarat sah atau tidaknya suatu 

perkawinan ditentukan oleh ketentuan dan kepercayaan yang akan 

melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan dan kepercayaan tersebut maka bisa jadi perkawinan tersebut tidak 

akan sah dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini yang 

beragama Islam harus sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Hukum 

Islam. Dan kemudian bagi yang menganut agama non muslim bisa 

menggunakan dasar ketentuan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang 

dianut. 

Disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) 

dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam undang-undang Mesir juga terdapat ketentuan yang 

mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai 

pencatat nikah yang khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diakibatkan karena 

kurangnya kesadaran hukum masyarakat Islam belum sepenuhnya siap 
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menerima. Hal ini berakibat masih banyak masyarakat Mesir yang melakukan 

perkawinan hanya semata-mata memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.  

Sebagaimana halnya masyarakat Islam Mesir, kalangan muslim 

Indonesia juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang 

dialami masyarakat Mesir.
5
 Di Indonesia walaupun telah ada peraturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur 

masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai 

pencatat nikah, tetapi kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya 

suatu pencatatan perkawinan masih dibilang rendah. Hal ini terlihat masih 

banyaknya pernikahan sirri dan perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai 

pencatat nikah. 

Di Kabupaten Gunung Kidul masih banyak masyarakat yang belum 

paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat 

yang perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. 

Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat yang kurang akan 

pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu kemungkinan adanya pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak bertanggungjawab maupun lalai dalam 

menjalankan tugasnya. Bahkan adanya faktor penyebab lain dalam hal tidak 

dicatatkannya perkawinan di daerah Gunung Kidul. 

Di Pengadilan Agama Wonosari masih banyak menerima pengajuan 

isbat nikah. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam sudah 

semestinya kalau masyarakat di Indonesia terutama di Kabupaten Gunung 

                                                           
5
 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah yang Krusial, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18. 
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Kidul diajarkan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan 

pencatatan perkawinan ini akan mempermudah masyarakat di Kabupaten 

Gunung Kidul untuk memperoleh hak-haknya. 

Berdasarkan pengamatan penyusun di Pengadilan Agama Wonosari, 

proses pencatatan perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul 

belum sepenuhnya sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam 

dan Hukum Positif.Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun 

bermaksud meneliti masalah faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya 

pengajuan isbat nikah di Kabupaten Gunung Kidul dan menyusun skripsi 

dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah 

di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 

Tahun 2014-2016). 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan pokok masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa penyebab banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Wonosari? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

pengajuan Isbat Nikah? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan menemukan faktor apa saja penyebab 

banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 

tentang pentingnya pengajuan Isbat Nikah. 

2. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan Hukum Islam pada khususnya. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi pemahaman 

tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat di 

wilayah Kabupaten Gunung Kidul.  

 

D. Telaah Pustaka 

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan 

beberapa penelitian yang juga membahas tentang isbat nikah, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rizky Amalia yang berjudul “Isbat 

Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah 

Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus 

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama 

Depok).
6
 

                                                           
6
 Rizky Amalia,  Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan 

Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok), skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). 
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Pembahasan penelitian di atas lebih pada masalah pengajuan isbat nikah 

yang dilakukan setelah tahun 1974, akibat hukumnya setelah isbat nikah 

adalah pernikahan tersebut menjadi sah sesuai Undang-undang Perkawinan, 

dan pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah untuk kemaslahatan semua 

pihak. Kemudian perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada pokok 

masalah judul, tempat. 

Kedua, skripsi Ria Amaliyah yang berjudul “Dampak Penolakan Isbat 

Nikah Terhadap Hak Perempuan”.
7
 

Skripsi tersebut pembahasannya terfokus pada implikasi penolakan 

isbat nikah terhadap hak perempuan, kedudukan perkawinan yang tidak dapat 

diisbatkan di pengadilan agama dikarenakan syarat yang tidak lengkap, dan 

setiap perkawinan yang dilakukan di luar peraturan perundang-undangan 

dapat diajukan di Pengadilan Agama. 

Ketiga, skripsi Ayuhan yang berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan 

Sirri Dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.
8
 

Skripsi di atas membahas tentang ketentuan isbat nikah dalam hukum 

Islam dan undang-undang, kemudian dari landasan tersebut dikaitkan dengan 

hasil penetapan majlis hakim yang terfokus kepada masalah nikah sirri, dan 

dasar pertimbangan hukum mengenai pernikahan tersebut harus dilakukan 

isbat nikah. 

                                                           
7
 Ria Amaliyah, Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan,skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009). 
8
 Ayuhan, Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Jakarta Pusat,skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta (2011). 
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Keempat, skripsi Maman Badruzzaman yang berjudul “Efektifitas Isbat 

Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah 

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 

2008-2012)”.
9
 

Pembahasan skripsi di atas terdapat pada praktik isbat nikah masal di 

Karangampel Indramayu yang dapat meminimalisir pernikahan tanpa akad, 

yang kemudian dikuatkan dengan landasan hukum isbat nikah, dan hal 

tersebut berdampak pada keberhasilan isbat nikah masal dalam mengurangi 

pernikahan tanpa akta. 

Kelima, skripsi Syafitri Yanti yang berjudul “Isbat Nikah dan 

Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan disahkan 

(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Medan)”.
10

 

Skripsi di atas pembahasannya lebih kepada pengertian isbat dan nikah 

dan kaitan status anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah. 

Keenam, skripsi Dony Pristyantono yang berjudul “Permohonan Isbat 

Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin Dari Isteri”.
11

 

Skripsi di atas mengangkat tindakan hukum Pengadilan Agama jika 

permohonan isbat nikah poligami tidak disetujui isteri dan upaya hukum yang 

                                                           
9
 Maman Badruzzaman, Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya 

Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten 

Indramayu Tahun 2008-2012),skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2013). 
10

 Syafitri Yanti, Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum 

Perkawinan disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Medan),skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011). 
11

 Dony Pristyantono, Permohonan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa 

Ijin dari Istri, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember (2011). 
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dilakukan apabila pengadilan agama tidak memberi ijin atas permohonan 

isbat. 

 Berdasarkan telaah pustaka terhadap keenam skripsi di atas, maka 

skripsi penyusun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)” berbeda dengan skripsi 

yang sudah ada. Obyek penelitian penyusun lebih terfokus pada pandangan 

Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap isbat nikah dan faktor apa saja 

yang menyebabkan pengajuan isbat nikah di Kabupaten Gunung Kidul masih 

tinggi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral. Seseorang pasti 

menginginkan perkawinan karena setiap manusia diciptakan secara 

berpasang-pasangan. Dalam hal ini sebagian besar ulama juga berpendapat 

bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak 

dilarang atau mubah pada asalnya. 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah 

melakukan suatu akad atau perjanjian yang untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak 
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untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
12

 

Perkawinan sendiri harus dicatatkan supaya perkawinan tersebut tidak 

bisa diingkari oleh salah satu pihak. Pentingnya pencatatan perkawinan dapat 

dijabarkan dengan pendekatan Al Qur‟an Surat Al Baqarah (2) : 282.
13

 

جٍْ....لى أجل هسوى فبكحٌبٌِب الرٌي ءاهٌْا إذا جدا ٌٌحن ثدٌي إ  

Perkawinan tersebut merupakan suatu transaksi atau ikatan atau akad. Di 

dalamnya terdapat beberapa hal yang begitu penting dan komplek. Peraturan 

pencatatan perkawinan tersebut diperintahkan langsung oleh Allah yang 

terdapat dalam Al Qur‟an, seharusnya setiap manusia haruslah memandang 

penting suatu pencatatan pernikah. Hukum Islam sendiri di Indonesia 

merupakan hukum posistif, sehingga peraturan tersebut mempunyai daya 

pengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat 

Islam.  

Perkawinan bisa disamakan dengan mu‟amalaf. Karena perkara terkait 

perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali 

nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Tujuannya untuk menghindari dan 

mencegah jika terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian. Hal ini 

berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum 

dan sebagai alat bukti bila terjadi pengingkaran perkawinan yang telah 

dilaksanakan. 

                                                           
12

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 2007), hlm. 8. 
13

 Al Baqarah (2) : 282. 
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Selain Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan juga mengatur 

tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Peraturan tersebut dicantumkan 

dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) perkawinan 

dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan 

kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang 

dimaksud dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama dan 

kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang.
14

 Jadi perkawinan tersebut dilakukan sesuai kepercayaan 

agama masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku. Jika tidak sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing 

atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka bisa dipastikan 

perkawinan tersebut tidak sah.  

Dijelaskan juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang 

berisi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Fungsi pencatatan juga dijelaskan dalam 

Undang-undang Perkawinan pada angka 4.b yaitu “Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

                                                           
14

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 2007),hlm. 63. 
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dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan”.
15

 Perintah pasal 2 ayat (2) ini berlaku bagi seluruh warga 

Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di Negara Indonesia. 

Kemudian bagi warga Negara yang beragama Islam perkawinan dapat 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan warga Negara yang 

beragama non Islam perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.  

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang 

dibenarkan oleh hukum Indonesia adalah seperti yang diatur Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang demikian mempunyai akibat hukum 

yaitu akibat mempunyai pengakuan dan perlindungan hukum.  

A.Gani Abdullah menjelaskan bahwa dilihat dari segi teori hukum, 

suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan itu 

dilakukan menurut hukum, oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni 

tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya 

suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak 

dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun perbuatan hukum tersebut 

belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya perbuatan itu sama sekali 

tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
16

 

Dari urain A.Gani Abdullah dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, 

perkawinan yang semata-mata dilakukan hanya demi memenuhi pasal 2 ayat 

(1), yakni telah dilaksanakan sesuai kepercayaan agama. Perkawinan yang 

                                                           
15

 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar), hlm. 19. 
16

 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23. 
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demikian ini sah saja dilakukan akan tetapi hanya sah sesuai agama saja. 

Perkawinan yang demikian tidak sah dimata negara karena perkawinan yang 

demikian ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak diakui perbuatan 

hukum dimata negara. Dampak dari perkawinan ini beragam, seperti tidak 

adanya akta perkawinan, tidak adanya perlindungan hukum dari negara, hak 

anak tidak akan diakui dan tidak akan diatur, anak tidak akan mempunyai 

akta yang dapat mempersulit ketika anak tersebut semakin besar di kehidupan 

sehari-hari, dan dampak lainnya. Kedua, perkawinan yang dilakukan sesuai 

pasal 2 ayat (1) dan (2). Perkawinan tersebut sah dalam agama dan 

perkawinan tersebut juga sah serta diakui dimata negara. Serta perkawinan 

tersebut mempunyai akibat hukum dan perlindungan hukum dari negara.  

Memenuhi unsur kedua (pencatatan) sangat penting, karena walaupun 

keberadaanya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan 

(akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya 

perkawinan yang sah.
17

  Jadi walau pencatatan pernikahan hanya bersifat 

tertulis akan tetapi bisa menjadi bukti otentik kedepannya jika terjadi hal yang 

tidak diingankan.Pencatatan perkawinan tersebut juga sebagai akibat hukum 

yang ditimbulkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum 

negara. Pencatatan perkawinan juga sangatlah penting karena jika tidak 

dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan 

dampak yang tidak baik bagi kehidupan sehari-sehari. 

 

                                                           
17

 Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skrispi ini penyusun menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan. 

Penelitian lapangan (field research), artinya data yang dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta di lapangan.
18

 Penyusun 

melakukan wawancara di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari. 

Penyusun mengumpulkan data-data tersebut dari Pengadilan Agama 

Wonosari. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu 

sebuah penelitian untuk bertujuan mengungkap, menggambarkan, 

mengurai, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga 

bersifat untuk mengungkap fakta.
19

 Kemudian penyusun menjelaskan 

tentang faktor penyebab pengajuan isbat nikah di lingkungan 

Pengadilan Agama Wonosari. 

3. Tempat Penelitian 

Penyusun melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan 

Agama Wonosari. 

4. Pendekatan Penelitian 

                                                           
18

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha 

Indonesia, 2002), hlm. 87. 
19

 Hadari Nawawi, Motode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933), 

hlm. 31. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yaitu 

pendekatan terhadap masalah yang didasarkan kepada Hukum Islam, 

baik berpedoman dari Al Qur‟an, Al Hadis, Ushul Fiqhiah, maupun 

pendapat ulama serta norma-norma maupun perundang-undangan yang 

berlaku dalam masyarakat. Maka pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian.
20

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Sumber data diambil dari data primer yang didapatkan dari 

Hukum Islam tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

data sekunder didapat dari data-data maupun dokumen-dokumen 

yang ada di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu didapat juga 

dari buku-buku, skripsi lain, dan tulisan yang ada kaitannya dengan 

pembahasan dalam skripsi ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara atau Interview  

Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.
21

Wawancara tersebut dipersiapkan terlebih 

dahulu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang 

                                                           
20

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang-Jawa 

Timur: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 295. 
21

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.205. 
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didasarkan pada masalah yang akan dibahas kemudian 

dilakukan secara terbuka dan terencana. Yang diwawancarai 

adalah tiga orang yang terdiri dari tenaga fungsional hakim 

Pengadilan Agama Wonosari, panmud hakim Pengadilan 

Agama Wonosari, dan tenaga fungsional panitera Pengadilan 

Agama Wonosari. 

2) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

agenda, dan lain sebagainya.
22

Cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan 

Agama Wonosari yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti. Serta 

memakai dokumen-dokumen maupun hal-hal lain yang terkait 

dengan fokus penelitian skripsi ini. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
23

 Selain itu penyusun menggunakan 

metode induktif, yaitu penalaran yang bertolak dari fakta yang khusus 

dari peristiwa yang nyata, kemudian dikumpulkan dan diambil hasil 

                                                           
22

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Belajar, 1992), hlm. 206. 
23

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2004), 

hlm. 244. 
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kesimpulan yang umum. Analisis tersebut juga akan dihubungkan 

dengan undang-undang dan nash yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, serta 

untuk mempermudah mendapatkan kesimpulan yang tepat, setiap 

pembahasan skrikpsi ini diharapkan akan tersaji secara sistematis. Penyusun 

membagi pembahasan dalam lima bab. Adapun pembagian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang membahas hal-hal yang paling 

mendasar tentang dilakukannya penelitian ini. Terbagi dalam latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum teori tentang perkawinan 

dalam Hukum Islam dan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meliputi 

pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, 

undang-undang di Indonesia tentang perkawinan, dan isbat nikah dalam 

Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan di Indonesia. 

Bab ketiga, berhubung penelitian ini penelitian lapangan, maka 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai tinjauan umum dan gambaran tentang 

Pengadilan Agama Wonosari meliputi struktur pengurus, lokasi Pengadilan, 

dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari. Kemudian 
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dideskripsikan juga mengenai wilayah Gunung Kidul sebagai wilayah yang 

menjadi obyek yang akan diteliti. Pendeskripsian tersebut meliputi deskripsi 

gambaran umum tentang kondisi kehidupan masyarakat dan kondisi 

keagamaan wilayah tersebut. Bab ini juga membahas data pengajuan isbat 

nikah di Pengadilan Agama Wonosari, dan membahas tentang faktor-faktor 

penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. 

Bab keempat, analisis terhadap faktor-faktor penyebab banyaknya 

pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Bab ini akan 

memberikan gambaran apa saja penyebab banyak masyarakat Gunung Kidul 

mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari dan apa saja dampak 

tidak tercatatkan perkawinan di KUA setempat.  

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

pokok masalah yang dijelaskan. Serta saran yang membangun yang berkaitan 

dengan pembahasan dan saran yang nantinya karya ilmiah tersebut dapat 

mngembangkan wawasan baru yang kemudian bisa bermanfaat untuk 

semuanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil observasi penelitian yang berkaitan dengan kajian, dapat 

disimpulkan beberapa hal yang bisa menjawab pokok masalah penelitian, 

yaitu: 

1. Penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama 

Wonosari adalah: 

a. Masyarakat saat melakukan pernikahan terdahulu tidak memiliki 

pengetahuan dan pendidikan yang kurang akan pentingnya pencatatan 

pernikahan.  

b. Faktor Intern, adalah banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan 

Agama Wonosari karena masyarakat rata-rata mempunyai kesadaran 

pentingnya pencatatan pernikahan, dan ekonomi yang rendah 

mengakibatkan masyarakat tidak mendapat pendidikan tinggi yang 

berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat rendah. 

c. Faktor Ekstern, adalah terdapat oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab dan tidak amanah. 

2. Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara 

tegas. Karena pada waktu dulu terdapat larangan menulis sesuatu selain Al 

Qur‟an. Zaman dahulu jika pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan 

syarat Hukum Islam, pernikahan tersebut sudah sah secara agama. Akan 



74 
 

 
 

tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari 

sumber Al Qur‟an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat „ulama yang 

menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak 

manfaat yang akan didapat. Pendekatkan tersebut bisa menjadi acuan 

untuk mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan, termasuk di Gunung 

Kidul. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan 

dari dampak buruk yang tidak diingankan. Sementara hal tersebut sudah 

dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. 

Bahkan pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat 

nikah di Gunung Kidul bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan 

pendekatan Al Qur‟an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat para „ulama agar 

menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.  

3. Dalam Hukum Positif dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada 

pasal 1 ayat (1) dijelaskan pernikahan tersebut sah dilakukan jika 

terpenuhi rukun dan syarat sesuai agamanya. Jika hanya terpenuhi pasal 2 

ayat (1), maka pernikahan tersebut juga sudah sah dimata agama tetapi 

belum sah dimata negara. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 2 ayat (2) 

yang mengharuskan pernikahan harus dicatatkan menurut undang-undang 

yang berlaku. Kedua pasal tersebut sangat berkaitan karena selain 

pernikahan berlangsung sesuai syarat dan rukun agama, tetapi harus 

dicatatkan guna mendapat surat nikah sebagai bukti otentik jika 

pernikahan tersebut sudah sah dilakukan. Sudah seharusnya pernikahan di 
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Gunung Kidul yang tidak dicatat disesuaikan dengan peraturan Hukum 

Positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut supaya sesuai dengan 

aturan dan tujuan maupun manfaat dari peraturan Hukum Positif dapat 

berjalan dengan semestinya.  

B. Saran  

1. Program-program Pengadilan Agama Wonosari sudah efektif untuk 

menekan angka tingginya pengajuan isbat nikah, akan tetapi harus 

dilakukan secara rutin apalagi mengenai sidang keliling. Sidang keliling 

sangat efektif untuk menekan angka pengajuan isbat nikah karena dalam 

hal ini terdapat kerja sama berbagai pihak yang berkaitan, maka sidang 

keliling harus lebih rutin dilakukan terus menerus. 

2. Kedua pihak seperti Aparat Daerah dan Pengadilan Agama harus saling 

aktif melakukan pendataan dan mengurus pengajuan isbat nikah untuk 

menekan angka pengajuan isbat nikah yang tinggi. Jika berbagai pihak 

turut aktif, maka pengajuan isbat nikah yang tinggi akan ditekan secara 

efektif. 

3. Penambahan penyuluhan juga sangat bermanfaat dan efektif guna lebih 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan 

pernikahan. 

4. Oknum yang tidak bertanggungjawab seharusnya diberi sanksi supaya 

mendapat efek jera agar tidak mengulangi hal yang merugikan masyarakat 

khususnya oknum yang berkaitan dengan pencatat pernikahan. 
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Sebelum menutup skripsi, perkenankan penyusun memberi saran-saran 

dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun 

sendiri dan umumnya bagi pembaca. Setiap hasil penelitian bukan suatu 

hasil yang final dan sempurna, begitu juga penelitian ini, penyusun selalu 

terbuka menerima saran dan kritik serta pengarahan guna untuk yang lebih 

baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah 

Di Kabupaten Gunung Kidul 

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016) 

 

1. Apa factor penyebab banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari? 

Jawaban : Faktor intern dari masyarakat sendiri dan intern dari oknum yang tidak 

bertangungjawab. 

2. Apakah yang mengajukan Isbat Nikah tersebut termasuk orang yang mempunyai 

perekonomian rendah atau perekonomian rata-rata atau seperti apa? 

Jawaban : Rata-rata menengah ke bawah. 

3. Dari kalangan masyarakat yang bagaimana yang mengajukan Isbat Nikah tersebut? 

Jawaban : Kalangan petani, dan buruh. 

4. Apakah semua pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari dapat disetujui? 

Seperti apa alas an atau penyebab pengajuan Isbat Nikah yang bias disetujui dan seperti 

apa yang tidak disetujui oleh Pengadilan Agama? 

Jawaban :Semua pengajuan dapat diterima dengan catatan syarat lengkap. Pernah tidak 

diterima Karena akta nikah pemohon awalnya hilang tetapi akhirnya ketemu. 

5. Pengajuan Isbat nikah tersebut kebanyakan diajukan dari pernikahan yang dilangsungkan 

sebelum ada UUP No 1 tahun 1974 atau sesudah ada UUP No 1 tahun 1974 atau malah 

keduanya ada? 

Jawaban : Sebelum dan sesudah. 

6. Rata-rata masyarakat dalam mengajukan Isbat Nikah tersebut beralasan guna untuk 

mengurus keperluan apa? 

Jawaban : Keperluan melamar pekerjaan anak dan mencari hak-hak suami maupun istri. 

7. Apakah masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah tersebut punya cukup pengetahuan dan 

pendidikan? Atau malah rata-rata mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang kurang? 

Jawaban : Rata-rata kurang pengetahuan dan kurang pendidikan. 

8. Apakah masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah mengetahui pentingnya pencatatan 

pernikahan dan apakah mengetahui dampak jika tidak dicatatkan pernikahannya tersebut? 

Jawaban : Waktu pernikahan berlangsung tidak tahu pentingnya pencatatan pernikahan, 

setelah tahu dampaknya baru mengetahui. 



9. Dari daerah seperti apa rata-rata masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah tersebut? 

Apakah yang pelosok atau yang seperti apa? 

Jawaban : Pedesaan yang jauh dari pusat kota dan perbukitan. 

10. Apa saja dampak pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut? 

Jawaban : Tidak dapat menuntut hak apapun, tidak memiliki akta maupun surat-surat, dan 

sulit melangsungkan kehidupan yang berkaitan dengan akibat hukum. 

11. Apakah semua pengajuan Isbat Nikah tersebut pernikahannya sudahsesuai syari’at Islam 

atau ada yang belum sesuai? Bagaimana pengajuan Isbat Nikah yang pernikahannya 

belum sesuai syari’at Islam? 

Jawaban : Semua sudah sesuai syari’at Islam, cuma belum dicatatkan pernikahannya. 

12. Apakah ada keterlibatan pegawai pencatatan pernikahan yang tidak bertanggungjawab 

atas banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul? 

Jawaban : Ada yang tidak menerbitkan akta nikah. 

13. Dalam mengajukan Isbat Nikah, apakah masyarakat mempunyai kesadaran tersendiri atau 

Pengadilan Agama yang mencari sumber data pernikahan yang tidak dicatatkan 

dilanjutkan mendorong masyarakat untuk mengurusnya atau seperti apa hingga 

masyarakat mengajukan Isbat Nikah? 

Jawaban : Semakin kesini semakin meningkat kesadarannya. Selain itu informasi dari 

mulut ke mulut dapat mendorong pengajuan. Sebagian besar dampak tidak dicatatkan 

pernikahan sudah dirasakan baru mengajukan isbat nikah. 

14. Bagaimana kebijakan Pengadilan Agama dalam menghadapi banyaknya pengajuan Isbat 

Nikah di Kabupaten Gunung Kidul? 

Jawaban : Sidang terpadu, sidang keliling, dan penyuluhan di berbagai daerah. 

15. Apa saja program kongkrit Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani banyaknya 

Isbat Nikah tersebut? 

Jawaban : Lebih memperbanyak siding keliling langsung ke daerah-daerah. 

16. Apakah program Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani banyaknya pengajuan 

Isbat Nikah sudah efektif mengurangi banyaknya Isbat Nikah di Gunung Kidul? Berapa 

persen keberhasilannya dan berapa persen yang belum berhasil? 

Jawaban : Sangat efektif. Sekitar 80%. 

17. Bagaimana langkah-langkah Pengadilan Agama guna meminimalisir pernikahan yang 

tidak maupun pernikahan yang belum dicatatkan? 

Jawaban : Terus melakukan sidang baik sidang terpadu di PA Wonosari maupun siding 

keliling langsung di daerah-daerah dan melakukan penyuluhan secara merata. 
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